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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian (hak milik) ke non pertanian untuk 

rumah tinggal di kota Pematangsiantar telah memenuhi prosedur yang sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Pematangsiantar bahwa jika hendak melakukan alih fungsi tanah 

pertanian ke non pertanian untuk membangun rumah tinggal maka harus 

memperoleh Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan juga telah sesuai dengan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam 

Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Dan Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah. 

Hal ini dibuktikan dari sepuluh orang responden dalam penelitian ini delapan 

orang responden telah memiliki izin perubahan penggunaan tanah sehingga 

mereka dapat melakukan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk 

rumah tinggal. Sedangkan satu responden tidak memiliki izin perubahan 

penggunaan tanah dengan alasan izin yang diajukan ditolak karena lokasi yang 

dimohon dominan untuk tanah pertanian dan satu responden belum mengurus 

izin karena beranggapan bahwa dalam mengurus izin perubahan penggunaan 

tanah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka 

saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar hendaknya melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mengurangi terjadinya perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tinggal. Dengan 

adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat menambah 

pengetahuan mereka tentang bagaimana  penggunaan tanah pertanian 

sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya alih fungsi tanah pertanian 

ke non pertanian untuk membangun rumah tinggal. 

2. Pemerintah Kota harus membuat Peraturan Daerah yang mengatur lebih 

lanjut mengenai Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi non 

pertanian. 

3. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam memberikan kritik dan saran 

kepada pemerintah mengenai pelestarian kawasan mana yang perlu 

dibudidayakan dan kawasan yang cocok dijadikan untuk tempat permukiman. 
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